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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

4.1. Kesimpulan 
 

Setelah apa yang sudah dijelaskan penulis pada seluruh bab sebelumya, maka 

dapat ditarik kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang hendak diteliti. 

Dari pembahasan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut 

masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

1. Pengaturan mengenai penghilangan orang secara paksa yang dimiliki 

Indonesia dinilai belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dalam 

hukum Indonesia, pengaturan mengenai penghilangan orang secara 

paksa baru diatur pada tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan setelahnya diatur kembali 

dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia. Meskipun dengan kehadiran Undang- Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai 

wujud komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi dan menghormati 

Hak Asasi Manusia, dalam keduanya tidak memiliki pengaturan 

mengenai definisi tersendiri mengenai penghilangan orang secara 

paksa. Definisi penghilangan orang secara paksa harus kembali 

mengacu pada definisi yang diatur dalam Konvensi Internasional 

tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan 

Penghilangan Secara Paksa walaupun Indonesia belum meratifikasi 

Konvensi tersebut. 

2. Indonesia juga mengalami kesendatan dalam mewujudkan upaya untuk 

menyelesaikan kasus-kasus penghilangan orang secara paksa yang 

pernah terjadi sebelum tahun 1999. Lemahnya fungsi dan wewenang 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada saat itu juga menjadi 

hambatan dalam mengatasi persoalan Hak Asasi Manusia. 
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Penegakan hukum oleh Sumber Daya Manusia seperti Kepolisian dan 

Tentara Nasional Indonesia pada saat itu pun belum mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

mengingat bahwa Undang-Undang tersebut baru terbentuk pada tahun 

1999 sehingga perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia 

sebelum tahun 1999 masih belum memiliki fondasi hukum yang kuat. 

Selain itu, pemerintah dinilai kurang serius dalam menyelesaikan kasus 

penghilangan orang secara paksa, meskipun Dewan Perwakilan Rakyat 

pada tahun 2009 sudah membentuk panitia khusus disertai 

dikeluarkannya empat rekomendasi untuk menyelesaikan kasus 

penghilangan orang secara paksa tersebut 
 
 
 

4.2. Saran 
 
 

1. Perlunya dilakukan revisi mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai pemberian kewenangan 

terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan tidak hanya 

penelitian, pemantauan, dan investigasi melainkan penyidikan serta 

pemberian konsekuensi atas tidak dilaksanakannya rekomendasi yang 

dikeluarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan perlunya Indonesia 

untuk memiliki instrumen hukum tersendiri yang mengatur secara rinci dan 

jelas mengenai definisi, ruang lingkup, serta ancaman pidana terhadap 

tindakan penghilangan orang secara paksa guna memberikan kepastian 

hukum terhadap larangan praktik penghilangan orang secara paksa. 

 
2. Perlunya pemerintah menjalankan 4 rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) 

Penanganan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa yang telah 

disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2009 yang terdiri dari: 

 
1. Merekomendasikan pembentukan Pengadilan Hak Asasi 

Manusia ad hoc. 

2. Merekomendasikan Pemerintah untuk segera melakukan 
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pencarian terhadap 13 orang yang dinyakatakan hilang oleh 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 

3. Merekomendasikan pemerintah untuk memberikan rehabilitasi 

dan kompensasi terhadap keluarga korban. 

4. Merekomendasikan Pemerintah untuk segera meratifikasi 

Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen 

dan dukungan Pemerintah untuk menghentikan praktik 

penghilangan orang secara paksa. 

 

Dilaksanakannya rekomendasi Panitia Khusus tersebut merupakan sebuah 

upaya untuk mewujudkan penyelesaian yang menciptakan keadilan bagi para 

korban maupun keluarga korban tindak penghilangan orang secara paksa yang 

telah terjadi di Indonesia. 
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